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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan terhadap penjualan
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Pertamini di Kecamatan Sumbergempol,
Kabupaten Tulungagung, dari perspektif hukum positif dan Figih Siyasah. Latar
belakang penelitian ini berfokus pada fenomena maraknya penjualan BBM bersubsidi
melalui Pertamini yang tidak memiliki izin resmi, yang berpotensi merugikan
konsumen dan melanggar regulasi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
mekanisme pengawasan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta menganalisisnya dari sudut pandang Fiqih
Siyasah.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan
kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis
data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan antara ketentuan hukum
positif, prinsip-prinsip Fiqih Siyasah, dan praktik di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penjualan BBM
subsidi di Pertamini masih lemah, dengan banyak pemilik kios yang tidak memiliki
izin usaha resmi. Pemerintah daerah dan Pertamina cenderung saling melempar
tanggung jawab dalam pengawasan, sehingga praktik penjualan yang tidak sesuai
dengan ketentuan terus berlangsung. Dalam perspektif fiqih siyasah, negara memiliki
kewajiban untuk memastikan kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam hal distribusi
BBM subsidi.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang jelas dan pengawasan
yang lebih efektif terhadap penjualan BBM di Pertamini, serta peningkatan koordinasi
antara instansi terkait. Selain itu, pemilik usaha Pertamini diharapkan untuk mematuhi
regulasi yang ada dan meningkatkan standar keamanan di tempat usaha mereka.
Dengan demikian, diharapkan distribusi BBM subsidi dapat berjalan dengan transparan
dan sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.
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This study aims to analyze the oversight of subsidized fuel (BBM) sales at
Pertamini outlets in Sumbergempol District, Tulungagung Regency, from the
perspectives of positive law and Figh Siyasah (Islamic political jurisprudence). The
research background focuses on the widespread phenomenon of subsidized fuel sales
through unauthorized Pertamini, which potentially harms consumers and violates
existing regulations. This study aims to determine the supervisory mechanisms
implemented based on Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas and analyze them
from the viewpoint of Figh Siyasah.

The research method used is a case study with a qualitative approach. Data was
collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was
carried out descriptively by comparing positive legal provisions, Figh Siyasah
principles, and practices in the field.

The results showed that the supervision of subsidized fuel sales at Pertamini is
still weak, with many kiosk owners not having official business permits. Local
governments and Pertamina tend to pass responsibility to each other in supervision, so
that sales practices that do not comply with the provisions continue to occur. From the
perspective of Figh Siyasah, the state has an obligation to ensure the welfare of society,
including in the distribution of subsidized fuel.

This study recommends the need for clear regulations and more effective
supervision of fuel sales at Pertamini, as well as increased coordination between related
agencies. In addition, Pertamini business owners are expected to comply with existing
regulations and improve safety standards at their business premises. Thus, it is hoped
that the distribution of subsidized fuel can run transparently and in accordance with the
interests of the wider community.
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